
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 37 TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

Menimbang :  a.   bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 

penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 

Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi 

dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab 

untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

 
Mengingat :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah 

dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 



 
 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 834); 



 
 

 

 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT 

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan 

Tengah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 



 
 

 

 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Staf Ahli adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah. 

10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

11. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

12. Bagian adalah Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

13. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

14. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu. 

16. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan. 

17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

18. Sekretariat adalah Sekretariat pada Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

19. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi 

Perangkat Daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon 

IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas setara Esselon IVa. 

20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 

22. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung 

jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 



 
 

 

 
23. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator 

adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator 

pada Instansi Pemerintah. 

24. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung 

jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh pejabat pelaksana. 

25. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

 

 
BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI 

DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 2 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kedudukan, 

tugas, fungsi dan susunan organisasi dari Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1. Sekretariat Daerah; 

2. Sekretariat DPRD; 

3. Dinas Pendidikan; 

4. Dinas Pemuda dan Olahraga; 

5. Dinas Kesehatan; 

6. Dinas Sosial; 

7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; 

8. Dinas Perhubungan; 

9. Dinas Perkebunan; 

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

13. Dinas Koperasi dan UKM; 

14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 

15. Dinas Kelautan dan Perikanan; 

16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 

17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

18. Dinas Kehutanan; 

19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

20. Dinas Lingkungan Hidup; 

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

22. Dinas Perpustakaan dan Arsip; 

23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

25. Dinas Ketahanan Pangan; 

26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

27. Satuan Polisi Pamong Praja; 

28. Badan Pendapatan Daerah; 



 
 

 
 

 
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan; 

30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

31. Badan Kepegawaian Daerah; 

32. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

33. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

34. Badan Pengendalian Bencana dan Pemadam Kebakaran; dan 

35. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. 
 

 
BAB III 

SEKRETARIAT DAERAH 

 
Pasal 3 

(1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur. 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

 
Pasal 4 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

membawahkan: 

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas: 

a) Bagian Pemerintahan, yang membawahi Subbagian 

Tata Usaha; 

b) Bagian Otonomi Daerah; 

c) Bagian Kerja Sama; dan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 

2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: 

a) Bagian Bina Mental Spiritual, yang membawahi 

Subbagian Tata Usaha; 

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Nonpelayanan Dasar; 

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 

3. Biro Hukum, membawahkan: 

a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi; 

b) Bagian Peraturan Perundang-undangan 

Kabupaten/Kota; 

c) Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi 

Subbagian Tata Usaha; 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 



 
 

 

 
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: 

1. Biro Perekonomian, terdiri atas: 

a) Bagian Kebijakan Perekonomian, yang membawahi 

Subbagian Tata Usaha; 

b) Bagian Sumber Daya Alam; 

c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan 

Layanan Umum Daerah; dan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 

2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 

a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik; 

c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa, yang membawahi Subbagian Pembinaan 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; 

dan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 

3. Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan: 

a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah, yang membawahi Subbagian 

Tata Usaha; 

b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah; 

c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: 

1. Biro Organisasi, terdiri atas: 

a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; 

c) Bagian Tata Laksana, yang membawahi Subbagian 

Tata Usaha; dan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 

2. Biro Umum, membawahkan: 

a) Bagian Rumah Tangga, terdiri atas: 

1) Subbagian Rumah Tangga Gubernur; 

2) Subbagian Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 

3) Subbagian Urusan Dalam, 

b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri atas: 

1) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat 

Daerah; 

2) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; 

dan 

3) Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan 

Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah, 

c) Bagian Tata Usaha, terdiri atas: 

1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan 

2) Subbagian Pengelolaan Kendaraan, 

d) Kelompok Jabatan Fungsional, 



 
 

 

 
3. Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan: 

a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat 

Daerah, yang membawahi Subbagian Tata Usaha, 

b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas: 

1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan; 

2) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan 

3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan, 

c) Bagian Protokol, terdiri atas: 

1) Subbagian Acara; 

2) Subbagian Tamu; dan 

3) Subbagian Hubungan Keprotokolan, 

d) Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pengadaan barang dan jasa; 

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian 

tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan 

administrasi pembangunan; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan 

jasa serta administrasi pembangunan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

 

Pasal 44 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 

a. Biro Perekonomian; 

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

c. Biro Administrasi Pembangunan. 

 

 
Paragraf 3 

Biro Administrasi Pembangunan 

Pasal 67 

Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 Huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pasal 68 

 
(1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan 

pengoordinasian perumusan kebijakan  daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. 

(2) Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah 

di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan daerah, pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan 

pelaksanaan pembangunan; 

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan daerah, pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan 

pelaksanaan pembangunan; 

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan 

pembangunan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu oleh 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Pasal 69 

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas: 

a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah; 

b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Wilayah; dan 

c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. 

 
Pasal 70 

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dipimpin 

oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Biro. 

 

 



 
 

Pasal 71 

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan daerah bersumber pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro 

Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 
Pasal 72 

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

 
Pasal 73 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 

ayat (1), mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, 

mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat 

menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tata 

laksana, analisis jabatan, dokumentasi perundang-undangan, 

penyediaan bahan rencana dan program kerja serta 

pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro. 

 

 

 

 



 
 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 

b. pengelolaan surat menyurat dan arsip biro; 

c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan 

Renstra,  Renja,  RKT,  RKA,  DPA,  DIPA,  TAPKIN,  LKjIP, 

LKPJ dan LPPD lingkup biro; 

d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan 

meliputi penganggaran, penatausahaan, sera pengelolaan 

sistem akuntansi dan pelaporan; 

e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, 

meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti 

kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis 

jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan 

dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro; 

f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggan, pengelolaan 

barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan 

sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan 

kearsipan; 

g. pelaksanaan dan pengkajian bahan penataan 

kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

h. pendokumentasian peraturan perundang-undangan 

lingkup biro; 

i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan lingkup biro; 

j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan 

biro;   

k.  pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan;   

l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; 

m. pelaporan pelaksanaan kegiatan SubbagianTata Usaha 

baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah 

dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas Bagian Pengendalian Administrasi 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 

 
Pasal 74 

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Biro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pasal 75 

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten 

Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian 

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi 

Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung 

Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten 

Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung 

Raya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian 

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian 

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah III; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi 

pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro 

Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pasal 76 

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Biro. 

 
Pasal 77 

(1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian 

kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan 

pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan 
daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan 
kebijakan pembangunan daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja 

pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan 

pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan 

daerah; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan 

pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan 

pembangunan daerah; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro 

Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 

dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 
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